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PUTUSAN
Nomor 1069/Pdt.G/2017/PA.Gsg.
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Pedagang, tempat kediaman di -- Kabupaten Lampung
Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD,
tempat kediaman di -- Kabupaten Lampung Tengah, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya
tertanggal 02 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Gunung Sugih, dengan Nomor 1069/Pdt.G/2017/PA.Gsg tanggal 02
Oktober 2017, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan

dalil dan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2012, Penggugat dengan Tergugat telah
menikah sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
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(KUA) Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah
sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -- tertanggal 28
Juni 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah milik Penggugat di -- Kabupaten Lampung Tengah 2 bulan
kemudian pindah kerumah milik bersama di daerah Lahat selama 4 tahun
dan terakhir pindah lagi ke -- Kabupaten Lampung sampai dengan
berpisah;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah
berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun
dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2012 yang lalu sudah tidak
harmonis sering berselisih paham dan bertengkar yang disebabkan oleh:
a. Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah kepada Penggugat
disebabkan Tergugat mementingkan diri sendiri dari pada Penggugat

sehingga yang mencukupi kebutuhan sehari-hari adalah Penggugat;
b.  Tergugat suka meminum-minuman beralkohol bersama dengan

teman-temannya;
c.  Tergugat suka ringan tangan Terhadap Penggugat;
d. Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

terjadi pada bulan Agustus tahun 2017 yang menyebabkan antara
Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sekarang Penggugat tinggal
dirumah milik Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan selama
2 bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun
batin;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Terguggat
sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk
suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana
maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus
karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat
untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Terguggat atas dasar

pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun
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dalam suatu ikatan perkawinana, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai
ini dikabulkan;

8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang
Nomor. 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun
2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002
tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama
Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan
Penggugat dan Terguggat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk
itu;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini
Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq.
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat
menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan
Terguggat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang
amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat
dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono);
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Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat
dan Tergugat telah hadir kepersidangan; kemudian Majelis berusaha
menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah
tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa karena usaha perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tidak
berhasil dan mengingat adanya Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi,
maka untuk keperluan itu Majelis telah menjatuhkan Penetapan Nomor
1069/Pdt.G/2017/PA.Gsg. tanggal 25 Oktober 2017 dengan menunjuk Ahmad
Saprudin, S.Ag., M.H. sebagai Mediator dalam perkara tersebut;

Bahwa melalui laporan hasil mediasi Nomor 1069/Pdt.G/2017/PA.Gsg.
tanggal 25 Oktober 2017, Mediator telah memberikan laporan dan
memberitahukan bahwa kedua belah pihak telah gagal mencapai kesepakatan
perdamaian, oleh karena itu proses Mediasi untuk perkara tersebut dinyatakan
tidak berhasil;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan
persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang
pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan
jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menerima posita angka 1 sampai dengan posita angka
3;

- Bahwa Tergugat membenarkan adanya pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat, Tergugat membantah penyebab pertengkaran yang tertera
dalam surat Gugatan karena penyebab pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat menurut Tergugat adalah sebagai berikut :

a. Bahwa tidak benar Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah lahir

kepada Penggugat, yang benar adalah Tergugat selalu memberikan

seluruh penghasilan Tergugat kepada Penggugat dan menurut Tergugat
nafkah yang diberikan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan
ekonomi sehari-hari;
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b. Bahwa benar Tergugat minum-minuman beralkohol, namun
sejak berpisah Tergugat sudah tidak minum-minuman beralkohol lagi;
C. Bahwa tidak benar Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat,
Tergugat tidak pernah memukul Penggugat;
d. Bahwa benar Tergugat berhutang kepada orang lain tanpa
sepengetahuan Penggugat, namun hal tersebut Tergugat lakukan
karena khawatir Penggugat jatuh sakit mengetahui hal tersebut;
- Bahwa benar puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus tahun
2017, namun setelah berpisah Tergugat masih sering bersilaturrahmi
menemui Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat
dikarenakan Tergugat masih sayang terhadap Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik yang
pada pokoknya tetap pada gugatan, dan kemudian Tergugat menyampaikan
duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban
Tergugat semula, dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan
Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor -- atas nama Penggugat yang
aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah
tanggal 02 Oktober 2012, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan
telah dicocokan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1);

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -- atas nama Tergugat dan Penggugat
yang aslinya dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih
Agung Kabupaten Lampung Tengah tanggal 28 Juni 2012, bermeterai
cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya,
kemudian diberi tanda (P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti

saksi sebagai berikut :
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1.------ Saksi, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu
rumah tangga, tempat kediaman di -- Kabupaten Lampung Tengah, di
bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat,

saksi adalah anak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah

pada bulan Juni tahun 2012 di Seputih Agung;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat

tinggal di rumah kediaman milik Penggugat di Kampung -- sampai

dengan berpisah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai

anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun

dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2012, mulai tidak harmonis

karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat

bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering

berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan
Penggugat,Tergugat sering minum-minuman beralkohol, selain itu saat
bertengkar Tergugat pernah memukul dan mendorong Penggugat serta

sering melempar perabotan rumah tangga;
- Bahwa sejak pertengkaran terakhir pada bulan Agustus tahun

2017 antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa semenjak pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan

Tergugat tidak pernah bersatu kembali meskipun sudah diupayakan

didamaikan;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

2.- Saksi, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan petani,
tempat kediaman di -- Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat,

saksi adalah adik ipar Penggugat;
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- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri menikah pada bulan Juni tahun 2012 di Seputih Agung, namun

sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat

tinggal di rumah kediaman milik Penggugat di Kampung -- sampai

dengan berpisabh;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat

harmonis, namun sejak 4 tahun yang lalu sekitar bulan Juli tahun 2012

rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut karena Tergugat

sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat,
Tergugat sering minum-minuman beralkohol, selain itu saat bertengkar
Tergugat pernah memukul dan mendorong Penggugat serta sering

melempar perabotan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan

Agustus tahun 2017, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman

Penggugat sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa semenjak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat

tidak pernah bersatu kembali meskipun sudah diupayakan didamaikan;
- Bahwa, saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat

mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, meskipun
kesempatan untuk itu telah diberikan oleh Majelis hakim dan sejak tahap
pembuktian sampai perkara ini diputus Tergugat tidak datang lagi ke
persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya
yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita

acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap
panggilan mana Pengggugat dan Tergugat secara in person telah hadir dalam
persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa
Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara
yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung
Tengah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis,
oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan
perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan,
Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan
Agama Gunung Sugih, dan untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang
dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenubhi
syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta
tersebut adalah sempurna (volledeg) dan mengikat (bindende). Oleh
karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat
bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa
daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan
Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
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junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat
(1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang
untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan akta
autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, serta
dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan
Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat
dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan agar
Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tangga dengan baik
akan tetapi tidak berhasil, bahkan proses mediasi melalui pengadilan telah
dilaksanakan, dengan mediator Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H., (Hakim pada
Pengadilan Agama Gunung Sugih) akan tetapi upaya tersebut gagal karena
tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka. Oleh karena itu,
upaya damai dan proses mediasi a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 82
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang
tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jis. Pasal 154 ayat (1) RBg.,
Pasal 130 ayat (1) HIR, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam,
dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah
menyampaikan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan mengenai terjadinya

perselisihnan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan

Hal. 9 dari 19 halaman, Putusan No.1069/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan maksud yang uraian lengkapnya sebagaimana tertuang dalam surat
gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui adanya
perselisihan dan pertengkaran, sedangkan alasan-alasan yang dikemukakan
oleh Penggugat mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan
pertengakaran a quo, Tergugat mengakui telah berhutang kepada orang lain
tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat mengakui minum-minuman
beralkohol, sedangkan yang lainnya dibantah oleh Tergugat sedangkan
jawaban Penggugat dalam repliknya mengatakan tetap pada gugatan
begitupun Tergugat menyampaikan jawaban dalam dupliknya tetap pada
jawaban Tergugat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat dan
jawaban yang dikemukakan oleh Tergugat, maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa alasan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah adanya
perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara keduanya yang
sulit didamaikan kembali, alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina
rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang sakinah mawaddah
warohmah seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al

Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :
oSiy Jzzg Ledl lgiSoi) 2lgjl pSamiil o oS) &l> ol ais] oo o

O9uS5an pod) cuY s 8 Yl tans ) g 8590

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu
cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa sejalan dengan petunjuk dan ketentuan al-Quran

tersebut, dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan
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berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah
membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam
yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah
dan rahmabh;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan
sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai
jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan
dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian
apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun
sebagai suami isteri (vide Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis
Hakim akan menilai sejauhmana alasan untuk mengajukan perceraian yang
didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan
P.2 yang mana merupakan alat bukti autentik, merupakan conditio sine
quanon dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu oleh karenanya tidak perlu
dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah mengakui
adanya permasalahan atau perselisihan yang terjadi dalam rumah tangganya,
pengakuan mana merupakan bukti lengkap (vide Pasal 311 RBg.), maka
dengan pengakuan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalil
gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangganya dengan Tergugat
dalam keadaan tidak harmonis, dan hal-hal lain sepanjang yang tidak
disangkal oleh Tergugat dapat dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakharmonisan dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat telah diakui Tergugat, tetapi sehubungan
perkara ini adalah perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (lex
specialis) dan gugatan Penggugat didasarkan atas adanya sengketa rumah

tangga, maka perlu didengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga
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maupun orang yang dekat dengan kedua belah pihak, hal ini adalah tercakup
dalam pengertian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan
ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jis
pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 134
Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah meminta keterangan saksi dari
keluarga/orang terdekat Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan 2 (dua) orang
saksi dari keluarga/orang terdekat Penggugat yang masing-masing bernama
Saksi (Anak kandung Penggugat) dan Saksi (adik ipar Penggugat), berkenaan
dengan itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut masih memiliki
hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 172 ayat (1) Rbg. anggota keluarga sedarah dan semenda
dalam garis lurus tidak dapat didengar sebagai saksi. Sedangkan berdasarkan
Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 22
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harus didengar keterangan
saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan
suami isteri;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) ketentuan yang berbeda tersebut,
Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan yang terdapat pada Pasal 76
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 22 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merupakan ketentuan khusus dari apa yang
diatur Pasal 172 ayat (1) Rbg., maka berdasarkan kaidah hukum lex specialis

derogate lex generalis, ketentuan khusus yang terdapat pada Pasal 76 ayat
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(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 mengenyampingkan ketentuan umum dalam Pasal 172
ayat (1) Rbg. Oleh karena itu, maka Majelis Hakim menilai saksi tersebut
dapat diperiksa kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberi keterangan di
depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan
dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, juncto Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi
tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan
yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi,
ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (Vreem de Oorzaak) dan
akibat hukum (Rechts Gevolg) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi
ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang
terkandung di dalamnya bersifat bebas (vrij bewijs kracht). Berdasarkan Pasal
308 ayat (1) dan 309 RBg. Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat
dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang
terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat
tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan repliknya, jawaban
dan duplik Tergugat serta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di depan
persidangan, Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan dan mengkualifisir
fakta-fakta sebagai berikut

----------- Bahwa, Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang baik secara
absolute (absolute competence) maupun relatif (relative competence)

memeriksa dan mengadili perkara ini;
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---------- Bahwa, Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (legal

standing) untuk menjadi pihak dalam perkara ini;
----------- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada

tanggal tanggal 23 Juni 2012 di Sendang Agung dan pernikahan tersebut

sampai sekarang belum dikaruniai anak;
------- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

pertengkaran secara terus-menerus yang telah diakui sendiri oleh para
pihak, meskipun para pihak memiliki perbedaan persepsi mengenai

terjadinya pertengkaran;
------ Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan

Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan
Penggugat,Tergugat sering minum-minuman beralkohol, selain itu saat
bertengkar Tergugat pernah memukul dan mendorong Penggugat serta

melempar perabotan rumah tangga;
-------- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan

Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak lagi menjalankan kewajiban

sebagai suami istri tiga bulan lamanya,;
————————————— Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah diupayakan

perdamaian, baik oleh keluarga dan/atau orang yang dekat dengan

Penggugat dan Tergugat maupun majelis hakim, namun tidak berhasil;
----- Bahwa, Penggugat tetap bersikukuh pada keinginannya untuk bercerai

dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
berpendapat dalil-dalil dan/atau alasan-alasan gugatan Penggugat tentang
adanya perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat, telah terbukti
kebenarannya;

Menimbang, bahwa sekalipun kepada Penggugat telah diingatkan
agar berpikir dan menyadari akibat perceraian, akan tetapi Penggugat
menyatakan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk
dirinya. Maka Majelis berpendapat pernyataan itu telah menunjukkan antara
suami isteri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam

rumah tangga ;
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Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat
tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali bahkan dalam
kesimpulannya Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, hal
tersebut telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan dalam
rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan dimana
selama persidangan berlangsung Penggugat selalu menunjukan rona muka
yang tidak bersahabat terhadap Tergugat, padahal Tergugat masih berstatus
sebagai suami Penggugat. Maka Majelis berpendapat akan sia-sia
perkawinan yang bersangkutan dipertahankan sekalipun Tergugat berharap
dan telah berusaha untuk rukun kembali, akan tetapi dihadapkan pada
sikap/itikad dan perbuatan Penggugat yang tidak mempunyai kecenderungan
untuk rukun kembali sebagai suami isteri hal tersebut akan sia-sia belaka;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti tidak adanya
keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka keberatan
Tergugat bercerai dengan Penggugat menjadi tidak ada bukti, sehingga tidak
dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tidak ada keharmonisan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk
mewujudkan rumah tangga Yyang sakinah, mawaddah warohmah
sebagaimana diuraikan pada ayat Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 maupun
sebagaimana disebutkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan
pendapat ahli hukum Islam sebagaimana dalam Kitab Igna Juz Il halaman 123

yang diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, yang berbunyi :

Artinya :“Diwaktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap

suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak

satu bain”.
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Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasannya perceraian itu
sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi sebuah
rumah tangga telah sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan
perkawinan seperti itu adalah usaha yang sia-sia, karena disamping keutuhan
perkawinan itu tidak bisa dilakukan hanya oleh sepihak saja, juga yang
terpenting adalah akan dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi semua
pihak baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, padahal menurut kaidah
fikih seharusnya setiap kemadharatan sekecil apapun bentuknya harus
dihilangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan/fakta hukum tersebut
Majelis berpendapat/berkesimpulan, antara Penggugat dengan Tergugat telah
terjadi perselisihan terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup
rukun lagi dalam rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi Penggugat
untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan pasal 39 ayat 2
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 hurup (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum
Islam jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat
tersebut telah terbukti dan cukup beralasan serta tidak melawan hukum, oleh
karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan
talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana bunyi
pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 juncto pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa
Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal

Penggugat dan Tergugat dan Kantor urusan Agama dimana pernikahan
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dilangsungkan apabila terjadi perbedaan antara tempat tinggal terakhir
dengan tempat dilangsungkannya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan
berdasarkan fakta di persidangan maka Majelis memerintahkan Panitera
Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan ini
setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersakutan termasuk dalam
lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dalam
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan
kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar

putusan;

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku

yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung
Kabupaten Lampung Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan
untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 22
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Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1439
Hijiriyah oleh kami H. Ahmad Fernandesz, S.Ag., M.Sy. sebagai Ketua
Majelis, Aziz Mahmud Idris, S.H.l dan Sobari, S.H.l. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua
Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan
didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Ismiyulista
Dirna, S.H.l sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di

luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

H. Ahmad Fernandesz, S.Ag., M.Sy.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Aziz Mahmud Idris, S.H.I Sobari, S.H.l.
Panitera Pengganti

M. Ismiyulista Dirna, S.H.l

Perincian biaya perkara:
1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

2. Biaya Proses/ATK Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 450.000,00
4. Biaya Redaksi Rp  5.000,00
5. Biaya Meterai Rp  6.000,00

Jumlah Rp 541.000,00

Terbilang : “lima ratus empat puluh satu ribu rupiah”
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